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1.1 Latar Belakang

Era digital saat ini menjadi sorotan utama akibat lonjakan informas) yang
sangat cepat. dengan kemajuan teknologi yang memudahkan individu serta
kelompok untuk saling berinteraksi dan. w.ﬂﬁm dinamika sosial yang lebih
lugs, Jaringan internet bwfungﬂ sehagai alat yang vital untuk mengumpulkan data
dan menyebarlusskan informasi ke seluruh penjury dimia (Hanifah, 2004),
Peruba.l'ln dalam t&kﬂlhp informasi membawa dumpak besar, terutama dalam
me emeris  yang modern. Pemerntah dituntut untuk beralih
M‘i mﬂn& pelnynnan '&ﬂsmm] ke sistem pelayanan }m_hblh transparan,
eﬁwm. dan memanfantkan teknologi digital, yang dikennl sebagai pemerintahan
elektronik atan E-Government. Era E-Government mmmmlmmﬁm
msrén;pmurhahau yang menggunakan Teknologi lnfunnnﬁ dn'-ﬁmunﬂcam
ﬂ.'ll'.'.} uetngd suluran untuk memudahkan komumikas: dan mmﬁlhi antara
individu, kelompok. serta lembaga pemerintah. dan materi-materinya (Nurrahman
etal, 2021\

Sistem pemerintahan terdiri dari komponen tate kelola di dalamnva.
kaitannya dengan adsiinistrasi, pelayanan, pelaporan, dan masih banyak lagi
Pemermtah menghadapi peruhahan yang mendorong adaptasi terhadap keterbaruan
dalam penerimaan dan penyampaian informasi publik (Mahendradi et al., 2022),
Dalam hal ini. peneliti mengocu pada satu bﬁlhm digital berupa website
resmi pemerintahan Dings. Pemberdaysan Perempuan. Perlindungan  Anak.
Pengendalian Penduduk. dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten
Sleman sebagai ohjek yang nkan diteliti pada penerapan E-Government. Berbagni

Tt sistem

tantangan hadir dalam eksistensi pemanfaatan E-Government, terutama dalam
keterjangkauan pelayanan masyarakat secara merata. Terdapat permasalahan yang
disorot, diantoranya rendshmya pemanfastan layanan oleh masyarakat, disebabkan
oleh tidak adanya sosialisasi dan edukasi mengenai fitur layanan digital melalui
website resmi pernerintah. Selain itw, berkaitan dengan kendals teknis seperti



informasi yang tidak selalu diperbarui secara berkala, serta keterbatasan akses bagi
masyvarakat yang berada di wilayah di luar jangkauan (Aprivanti, 2016). Hal in
menyebabkan masih  banyaknya penggunzan metode manual di  instansi
pemerintah, sehingga sasaran E-Government untuk mempermudah akses layanan
publik serta meningkatkan kualitasnya, dan mempercepat proses administrasi
belum sepenuhmnya tercapai. Di sisi lain, budaya birokrasi yang masih bersifat
tradisional menghalangi perpeseran ke dimtal, karena sejumlah pegawai belum
sepenuhnya memiliki keshlion tekmis untuk mengelols layanan berbasis website
{Fahik et al., 2024), Ketidakberadaan sistem yang terinfegrasi dengan baik antarm
situs resmi dinas dan datn kependudokan. sertn keterhubungan-dengan bidang
tertentu turut menjadi hambatan’ dalam memberikiin layanan yang tepat dan
responsif (Rofika, 2024Y, Kondisi tersebut mencerminkan adanya perbednan antara
aspirast ideal penerapan E-Government dan kenyatsan yeng ada dilapangan,
schingoa sangst penting untuk dilakukan analisis mendalam lentong sejaih mana
pemaniaatan website resmi Dinos PIAPZKB Sleman dalam meningkatken kualitas
layanan publik kepada masvarakat,

Gambar 1. | Data Adopsi Teknologi Digital di Indonesia

Sumber: We Are Social & Meltwater, Digital Report 2025

Berdasarkan gambar di atas, berupa data infografis mengenal digital Indonesia pada

tahun 2025 yang memberikan gambaran mengenal seberapa jauh teknologi digital



telah diadopsi di Indonesia. Pada tahun 2025, populasi Indonesia diperkirakan
mencapai 285 juta orang. memngkat sebesar 0.8% atou sekitar 2.3 juta orang
dibandingkan tahun sebelumnya. Selain it tingkat urbanisasi telah mencapai
50.53%, yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk berada di daemah
perkotaan. Di sisi lain, jumlah koneksi seluler tercatat sebanyak 356 juta, yang
setara dengan 125% dari jumlah penduduk total, menunjukkan ponsel sebagai
perangkat utama dalam kegintan digital warga Indonesia. Selanjutnya, terdapat 212
Jutd pengmuna mmﬂihdmmwx&mm sekitar 17 juta pengguna
baru dalam sufs fahun. Saat ini, rasio pemanfiatan internet mencapai 74.6% dari
total pgp.ﬂﬁil nmruuﬁm Mknbmuhm fundamental dalam beragam
a,lmﬂmt Sosial,  dinalisis sumber dari WMIE “wearesocial.oom.
Whm huhw'ﬂ Qtﬁmguh dari penduduk Indonesia telah memmf"antkﬂ.u
inovasi cﬁg&ul untuk berinteraksi dan mengakses informasi Hal tersebut
mentnjukkan  bahwa internet tidok hanya berfungsi sebagai alat untuk
bemml.nﬂmi,tumpl juga untuk berbagni kegiatan lain seperti nksu h}rmu.pubhk

Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman sejak tahun 2020 telah memanfastkan
digitalisasi E-Government yang berbasis situs web untuk memberikan layanan
kepada rrm}mnkﬂt secara online. Website sehagai media untuk menyampaikan
informasi, mensosialisasikan progifi-program. serts memberikan akses layanan
secars onling m m:utlhtl (Rofika. "-IEII]. ‘Situs® website merupakan
manifestasi pm E-Gwmmenl yung meuyﬂ ukuran keberhasilan
birokrasi dalam memenuhi kebutohan dan nslpﬁ:lﬂw:lhl. serta upaya dalam
meningkatkan mutu pdnmﬁpﬂ:ﬂ:mm-wn. Implementasi layanan
di Dinas P3IAP2KB Sleman memberikzn pengarub terhadap layanan publik,
terutama dalam hal mempermudah akses informasi dan mempercepat prosedur
pelayanan (Mahendradi e1 al., 2022),
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Gambar 1. 2 Website Resmi Dinas PIAPIKB Kabupiten Sleman
Sumber: dinp3ap?kb.stemankab.go.id
Menurut Pasal | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik
merujuk pada layanan yang diberikan terkait administrasi oleh mstitusi publik, yang
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan wargn negara dan penduduk sesuai dengan
hukum yang berlaku dalam berbagai aktivitas peayediaan layanan publik {Rofika,
2024). Peningkatan kualitas pelavonan menjadi salah satu masalah yang sangat
penting, kareno di satu sisi masyarakal semakin mendesak untuk mendapatkan
kualitas pelsyanan yang lebih baik dan tahon ke talim D sisi lain,
penyelengoarsan  layanan tidak  menunjukkan  perubahan  vang signifikan.
Masyarkat terus mendesak untuk mendapatkan pelsvanan publik }’n.ng berkualitas
dari pihak birokrasi (Supriadi et al., 2012} Oleh karena itu. diperlukan reformasi
dalem pelavanan publik dengan mengembalikan dan menjelasken kembali posisi
"pelayan” dan "yang dilayani® ke arb sebenamya. Peloyanan vang seharusnya
ditujukan kepads masyaraknt kadang dipahami sebagai pelayanan masyarakat
terhadap negara, padahal sebepamya negara ada untuk kepenfingan masyarakat
yang membentuknya. Menunjukkan bahwa pemerintah seharusnva menvediakan

pelayanan terbaik bagi masyarakat,



PORTAL SATU DATA KELUARGA

&' SISTEM INFORMASI KELUAR

Gambar 1. 3 Portal Website SIGA (Sistem Informasi Keliarga)

Sumber: siga blkbn. go.id
SIGA (Sistem Informasi Kelusrga) meropakon situs websile pemerintah ynng
diciptakan oleh BKEBN atou Kemenduk Bangga (Kementenon: Penduduk
Kelunrgn Berencana). Merupakan contoh implémentasi E-Government dalam
sektor keluargs berencana vang bertujusn untuk menciptakan satu basis data,
mempermudal penginputan dan pembaruan informast keluargs, serfa mendukung
perencanain dan pemantauan program keluargn berencans vang dilaksanakan di
Dinas PIAP2KB Kabupaten Sleman, Dengan program SIGA. keakuratan data
program dan aliran informasi antar sektor menjudi semakin jelas. Platform S1GA
mencakup modol - statstik reguler, doim layapen memiliki potensi besar untuk
meningkatkan ketepatan data program  dan mempereepat diseminasi mformasi
{ Apriliani et al.. 2024).

Tujuan penelitian ini adalah meneliti sejauh mana pemanfastan dan
penerapan E-Govermnment berbasis media website di bidang pemerintahan.
Penelitian meninjau efisiensi kualitas pelayanzn tersebut terhadap masyarakat
sebagai sasaran, menganalisis pembaruan informasi, serta menggali literasi di
kalangan pengguna. Mengacu E-Government schagal bentuk implementasi

peloyanan publik vang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang



berdampak pada peningkatan kualitas layanan, dengan menyediakan proses
pengolghan data secarn cepal dan informasi vang akurat seseai kebutuhan
masyarakat (Aprianty, 2016). Penulis menggunakan teor utama E-Government.
pengukuran menurut Indrajit {2016} yaitu mencakup 3 (tiga) elemen penting yang
harus diperhatikan dalam mengembangkan E-Government wvaitu: 1) Sepport
dukungan berkaitan dengan dukungan legal, perencanaan dana, infrastruktur,
Sumber Daya ‘\-‘Iunus;& (SDM), dan m yung efektif. 2) Capacity, yaitu
tersecianya dana yang cukup; SIH yang k:lnpeteni dan  pengembangan
Infrastruktur AT yang memadai. 3) Value atou manfil yang didapat dari
ngﬁw E-w an nﬁnﬂlpknn teon i, diharapkon dopat
mengukur mlt:ra.kxl #hmplﬂ‘nnﬂiatan mekanisme pemecintahan digital pada
h&mylhhk di Kabupaten Sleman.

Ibﬁtlhpun demikian, implementasi E-Government di w menmah
DP3APIKB Kasbupaten Sleman  belum  sepenuhnya  optimal.  Berdosarkan
pengamatan pencliti di awal, terdspal beberapa masalah seperti kurangnya
pembaruan informasi terutuma yang berknitan dengan SIGA, fitur lnyanan yvang
w - W terinfegras), serts mumimnya  pemanfiaton mﬂm oleh
Wmﬁn‘t (Mahendradi et al., 2022} Beberapa pmnwmha#kesullm
dalam imengakses informasi layanan karena masyarakat idak memahami alurmya,
kurangaya sosialissi, dan inisiatif uituk mengaralkannya ke sistem digital: pada
praktiknys, pemerintah DP3APIKB Sleman masih bergantung pada sistem
pelayanan  manual i;\m: mengabatkan sistem digitall Temuan-temuan ini
menunjukkan adanya jurang antara potensi teknologi yang tersedia dan kualitas
layanan vang dirasakan m

Dengan demikian penelitisn mengkaji mengenni iata kelola berbasis
website fokus sebagai alat untuk memberikan informasi, dan melayani publik.
dengan men ggambarkan kualitas pelayanan di dalammya. Penelitian ini diharapkan
mampu memberikan rekomendasi serta saran praktis bagi pemerintah daerah dalam
menciptakan sistem layanan digital yang lebih tanggap, fleksibel, dan berkelanjutan
{Hasyim, 2022). Dengan demikian, penelitian ini tidok hanva memiliki relevansi



dalam ranah akademis, tetapi juga mempunyai nilai strategis dalam membantu visi
pemerintah Kabupaten Sleman menuju pengelolaan pemerintahan yang berbasis
digital yong efisien dan fokus pads kualitas pelayanan publik sejalan dengan era
reformasi birokrasi sertn penerapan E-Government.

1.2 Kumusan Masalah

Bagaimana pemanfaatan E-Government dalam meningkatkan pelayanan
publik pada website dayanan }'mgﬂﬂthkm lﬂﬂt Dinas PIAP?KB Kabupaten
Sleman?

13 Tujusn Penclittan
1. Mengetahui pemanfaatan F-Government dalam meningkatkan pelayanan
publik padn website layanan yang dilakukan oleh Dimas DP3AP2ZKB
Kﬁt!:nlen Sleman.
2. Mengetahui peningkatan kualitas pelayanan publik.
14 Manfant Penelltian

L -w.-'hnrﬂ:ls

Secara teoritis. penelition ini dibarapkan dapat membenkan kontribusi aktif
bagi pengembangan studi-studi mengenai pemanfaatan E-Government secara
umum dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, Selain ita, penelitian i
'Iﬂlmphlnm berfungsi sebaga: referensi bag pﬂﬁm hm vang ingin
menyelidiki lebih lmnjut mengenai transformasi teknologi digital dalam bidang
pemerintatian. w-:M'ﬁﬂliﬁm mi, para pencliti berikuinya dapat
mengembangkan dan memperivas yariabel }rﬂgdiﬂlll. dan membandingkan
fenomena serupa di daerah maupon instansi daemh lain.
1. Manfaat Fraktis

Secarn praktis, penelition ini memberikan masukan bagi lembagn
pemerintah di Kabupaten Sleman mengenai bagaimana nujukan maupun berupa
solusi dalam menghadapi tantangan mengenai implementasi E-Government,
khususnya melalu monitoring dan evaluasi kinerja website resmi dinas.

Bagl Pembaca

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada pembaca, khesusnya



mahasiswa, akademisi, dan pemerintah administrasi publik. Pembaca dapat
memahami bagaimana teknologi mformasi dapal berperan strategis dalam
mereformasi  sistern peloyanan pemerintahan  daerah sehinggn  lebih
responsif, transparan, dan efisien.
Bagl Penelitl
Penelitian ini memberikan pengalaman empiris kepada peneliti
dafam memﬂh.uml proses |mplm1 E-Government berbasis website di
berbagai |m pemerimtahan. Hasil penelitian juga menjadi bahan
evaluasi atas teonphm m aﬁmakm serfd menjadi dasar untuk
penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait pemanfaatan teknologi
‘digital dalam kualitas pelavanan publik.
Bagl Objek Penelittan
Penelitian ini memberikan masukan konkret bagi Dinas P3AP2KB
Kabupaten Sleman, maupun instansi pemerintah daerah lainnya dalam
bestilk kokomendusi. perbaikan ferkiit tuta kelola webala besml wabgai
b@n dari implementasi pemanfaatan E-Government, Melalui analisis
Tasil ;ﬁﬂﬁtmn instansi dapat memanfastkan temuan ini sebagai nujukan
dalam meningkatkan fungsi dan fitur website pelayanan publik, melakukan
monitoring  dan  evaluasi berkala atas performs  layanan  digital,
menyesunikan kebijakan layanan herhnsmtﬂtnuibgl umnk memenuhi
kebutuhan masyarakat secara lcbih cfekiif, dan mengantisipasi hambatan
- dalam penerapan E-Government.
1.5 éhtmnﬁk:i Fenulisan
Sistematika BAB dalam ]I'H!lﬂm ini sangat penting, oleh karena
penvusunan BAB harus memiliki sistematika secar logis guna membantu pembaca
memahami isi BAB dengan mudah dan terstruktur. Sistematika penulisan skripsi
ini terdin sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan
muasalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka singkat. dan



sistematika pemulisan skripsi. Bertujuan untuk memberikan pemahaman
awal tentnng konteks penelitian, arah penelitian, seria ruang lingkup yvang
menjadi fokus pembahasan dalam sknipsi.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjsuan pustaka. dasar-dasar teori vang digunakan,
meliputi konsep E-Government Pdlqun Publik berbasis Website, dan
Kualitas Pelﬂ.jmn PuhhkLSdnm ﬂm h ini juga memuat hasil-hasil
yang mujn&i dasar analisis dalam penelitian. ﬁah ini berfungsi sebagai
wtsau mhnﬁ hubungan antars Pm.mf'.tﬂm E-Government
berbasic weh-sﬁe dan peningkstan kualites pelayanan publik di Dinas
P3AP2KB Kabupaten Sleman,

BAB Il METODE FENELITIAN

Bab ini terdapsl umiian mefode pendekatun peneliian yang
digunakan. vaitu pendekatan kualitatif deskriptif, serta memaparkan lokasi
dan waktu penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data melalui
sistem wowancara, observasi, dan dokumentasi. Bab ini memberikan
gambaran tentang cara penelitian dilaksanakan wﬂnk memperoleh data
yung valid dun relevan dengan tujuan penelitian.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

thmnmfnj"ﬂ:m hasil data pﬂiﬂﬂ!ﬂjm{ diperoleh di lapangan
mengenai  pemanfaatan  E-Government bﬁ_lhﬁls website di  Dinas
DPIAPIKB beserta pembahisan dengon indikator penelitian. Diuraikan
faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi e-government,
seria pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB Y FENUTUF

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta
saran-saran yang diajukan peneliti bagi pihak Dinas DP3AP2ZKB Kabupaten
Sleman dan peneliti selanjutnva. Kesimpulan merupakan ringkasan dari



Government dalam pelayanan publik ke depan.
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